JADWAL SEMENTARA

20 - 30 Agustus 2021
31 Agustus 2021

2 — 3 September 2021
6 September 2021

8 September 2021

Masa Penawaran Awal

Perkiraan Tanggal Efektif

Perkiraan Masa Penawaran

Perkiraan Tanggal Penjatahan

Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 8 September 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 September 2021

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2021

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan
Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi
dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai
100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (e
Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per
tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (e
Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per
tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (e
Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per
tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan

tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi

akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga

Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal

8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi

Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi

yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan

memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang

dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga

puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke: Seri A Seri B Seri C

1 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022

3 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022

4 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022

5 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022

6 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023

7 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023

8 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023

9 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023

10 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024

1" 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024

12 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024

13 8 Desember 2024 8 Desember 2024

14 8 Maret 2025 8 Maret 2025

15 8 Juni 2025 8 Juni 2025

16 8 September 2025 8 September 2025

17 8 Desember 2025 8 Desember 2025

18 8 Maret 2026 8 Maret 2026

19 8 Juni 2026 8 Juni 2026

20 8 September 2026 8 September 2026

21 8 Desember 2026

22 8 Maret 2027

23 8 Juni 2027

24 8 September 2027

25 8 Desember 2027

26 8 Maret 2028

27 8 Juni 2028

28 8 September 2028

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau

kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada

Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi

di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan

kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek

dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh
KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi
dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang
bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan
jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang
Obligasi.

c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa
berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah
Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

e. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran
Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap
ketiadaan pembayaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas
tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal
pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) hari.

f. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang
belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan
Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan Modal Pemerintah
Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau
Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan

ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh

Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat

akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR

tersebut.

g. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

i.  Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau
Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok
Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran
Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian
Perwaliamanatan;

ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat,
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui
suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain
sehubungan dengan kelalaian;

iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang
Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20/
POJK.04/2020;

v. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud
Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek
Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan
KSEI.

vi. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk
untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-
akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
dan

vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau
tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal
tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain
oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika
terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi
yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan
KSEI yang berlaku.

2. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar
Pemegang Rekening.

3. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan
kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan
kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian
Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan

Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam
pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi
adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik
yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang

Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan

lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali

hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan

baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11

Perjanjian Perwaliamanatan

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau
di luar Bursa Efek;

c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal
Penjatahan;

d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut
mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam
Perjanjian Perwaliamanatan;

e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan
melakukan  kelalaian  sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan;

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI
HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN
SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS
INI.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:
Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi
Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Penyelenggaraan Kebandarudaraan, Logistik, Perdagangan, Engineering Procurement
Construction, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi, Jasa Enjinering dan
Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas

KANTOR PUSAT KANTOR PEWAKILAN
WIKA Tower 1 & 2 7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
JI. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
Jakarta Timur 13340, Indonesia Makassar dan Mataram
Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
Website: www.wika.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per tahun,
berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per tahun,
berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar % (e persen) per tahun,
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing
adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C.
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH Il WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan
nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah % (e persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah % (e persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rpe,- (¢ Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah % (e persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk
Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir
sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk
Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
OBLIGASI BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP || DAN TAHAP-TAHAP
SELANJUTNYA (JIKAADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA
HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI.
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK
ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | DALAM PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab | Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH
OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL
KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA
PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN
PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN
SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA)
HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT
KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS
MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab | Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK
MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS
NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Seri B:

Seri C:

SeriB:

Seri C:

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH
MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI
JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA WPy
A (Single A gyariah)
(Single A)
Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab | Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA
BAB VI PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN

SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:

_
YBNI R BRI mandiri RHBe&
Sekuritas sekuritas
PT BNI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT RHB SEKURITAS INDONESIA
(TERAFILIASI) (TERAFILIASI) (TERAFILIASI)
WALI AMANAT:

PT Bank Mega Tbk
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021

f.  pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit
pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan melalui:
atau penyertaan modal pemerintah; 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;

g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas g
an

Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum

pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut; 2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Indonesia yang berperedaran nasional. _ i
pembelian kembali Obligasi; b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit
i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui: ) )
g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
memuat informasi: setentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
. . " an
D Penode penawararj pembelian keml_::all, . . 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; nasional.
3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 5. Informasi yang waijib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m
4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali paling sedikit
Obligasi; a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
5) tata cara penyelesaian transaksi; b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau
6) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; disimpan untuk dijual kembali
persy: 9l p X gang 9 N yang 92 p o Jual c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
7) tata cara penyampalan penéwarfan 1‘{"’" oleh pemegang Obligasi; d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi; Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding
dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila
jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi
melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai
penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;

I. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah
Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding)
dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh
Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal pemerintah; dan

3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian
hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah
terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian
kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta
mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari
Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;

n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang
tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh
Perseroan.

0. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika
terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;

p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis
Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan
atas seluruh obligasi;

q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali,
meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh
Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika
dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi
yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak
memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli
kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan jika telah

memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi

yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender

sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit
melalui:

oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana
tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan
dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.
Penyisihan Dana (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum
Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum
Obligasi ini.
Hasil Pemeringkatan Obligasi
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam
rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (‘Pefindo”), Berdasarkan surat No.
RC-614/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021hasil pemeringkatan atas surat hutang
jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

A (single A)
Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 10 Juni 2021 sampai dengan 01 Juni 2022.
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi
dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka |
Undang-Undang Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling
lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir
sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan
Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian
Perseroan serta RUPO dapat dilihat pada Prospektus.
PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH
KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Sukuk
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021
Jenis Sukuk
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti
kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk
Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh
Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk
Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening.
Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk
Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri
dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rpe,- (e Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah % (e persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen)
per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rpe,- (¢ Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah % (e persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen)
per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rpe,- (¢ Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah e% (e persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen % (e persen)
per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya

harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa

persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan
untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan
pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang

Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar % (epersen) yang

dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat

imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah sebesar % (e persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar % (epersen) yang dihitung

dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil

(rate) efektif pembiayaan syariah sebesar % (e persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar % (epersen) yang dihitung

dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil

(rate) efektif pembiayaan syariah sebesar % (e persen) per tahun.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah

mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri

mengikhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian),
sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan

Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri sesuai dengan

batas nilai maksimal e% (e persen) untuk Seri A, #% (e persen) untuk Seri B dan %

(e persen) untuk Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari

kesalahan disengaja (ta’addiy), kelalaian (tagshiir) atau pelanggaran kesepakatan

(mukhalafatu al — syuruth). Pengenaan ta’'widh ini harus sesuai dengan substansi

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

(ta’'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUl No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang

Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah ‘An

An-Nukul)

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk

(underlying Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi underlying Sukuk adalah

Usaha Emiten, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati

oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata

cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang
dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui

pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah

Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah

atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk

Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum

dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada
informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan

Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit)

terakhir sebelum pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Perseroan wajib menjaga Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp[e] ([e] rupiah)

per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan Perseroan yang

bersumber dari Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan
bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

Apabila Emiten menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan lebih besar dari yang

diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan

hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul) kepada Perseroan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah

yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak

Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi

Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah

adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal

8 September 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 September 2028

untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana

Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang

Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan

ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang

lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung

360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk

Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke: Seri A Seri B Seri C
1 8 Desember 2021 8 Desember 2021 8 Desember 2021
2 8 Maret 2022 8 Maret 2022 8 Maret 2022
3 8 Juni 2022 8 Juni 2022 8 Juni 2022
4 8 September 2022 8 September 2022 8 September 2022
5 8 Desember 2022 8 Desember 2022 8 Desember 2022
6 8 Maret 2023 8 Maret 2023 8 Maret 2023
7 8 Juni 2023 8 Juni 2023 8 Juni 2023
8 8 September 2023 8 September 2023 8 September 2023
9 8 Desember 2023 8 Desember 2023 8 Desember 2023
10 8 Maret 2024 8 Maret 2024 8 Maret 2024
1" 8 Juni 2024 8 Juni 2024 8 Juni 2024
12 8 September 2024 8 September 2024 8 September 2024
13 8 Desember 2024 8 Desember 2024
14 8 Maret 2025 8 Maret 2025
15 8 Juni 2025 8 Juni 2025
16 8 September 2025 8 September 2025
17 8 Desember 2025 8 Desember 2025
18 8 Maret 2026 8 Maret 2026
19 8 Juni 2026 8 Juni 2026
20 8 September 2026 8 September 2026
21 8 Desember 2026
22 8 Maret 2027
23 8 Juni 2027
24 8 September 2027
25 8 Desember 2027
26 8 Maret 2028
27 8 Juni 2028
28 8 September 2028

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau
kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan
ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan
Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima
juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam
peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan
Bursa Efek.

Obyek Sukuk Mudharabah

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, untuk menghitung Pendapatan Bagi
Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah mengikuti prinsip yang dibolehkan
secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah
dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa laba kotor atas proyek infrastruktur
dan gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan gedung dikurangi beban
pokok pendapatannya.

Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian
Syariah yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2021 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka
penerbitan Sukuk Mudharabah..
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Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Wika

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah akad

mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (shahibul mal) dengan

pengelola (mudharib). Shohibul mal menyerahkan dana sedangkan mudharib
mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati

(nisbah bagi hasil). Akad mudharabah telah termaktub (embedded) dalam Perjanjian

(Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah) karena semua rukun mudharabah telah

diakomodasi dalam Perjanjian. Rukun akad mudharabah adalah:

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (mudharib) dengan Pemodal
sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat, Shighah
akad (jjab-gabul) direfleksikan dengan penandatanganan PWA. Dalam PWA juga
termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun mudharabah.

2. Pemilik Dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan
Dana kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (mudharib). PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk., sebagai mudharib (Emiten) menyerahkan Sukuk
Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi
kepada mudharib.

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (mudharib) melakukan
pengelolaan atau ‘amal atas dana dari pemilik dana (shahibul mal).

4. Dana tersebut akan dikelola oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai modal
kerja untuk proyek — proyek infrastruktur dan Gedung, yang tidak bertentangan
dengan prinsip — prinsip Syariah yang menghasilkan pendapatan yang akan
dibagihasilkan kepada para pihak.

5. Keuntungan (ribh) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi
dalam bentukbagi hasil yang dihitung dari perkalian nisbah bagi hasil dengan
laba kotor atas proyek infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih proyek
infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

6. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada
saat jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus
mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk kepada pemodal.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada/tidak perlu aset fisik (tangible asset) yang

dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (underlying Sukuk). Dalam akad mudharabah

yang menjadi underlying Sukuk atau Objek Sukuk adalah Usaha Emiten yaitu proyek
usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudarabah Dalam Penawaran

Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 10 Juni 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan

bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah

tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama

Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui
oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil
dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan
untuk membiayai modal kerja proyek Infrastruktur dan Gedung yang tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam
perannya sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk
untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan
jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di
Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian
Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.

4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat
Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran sebagaimana akan
ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada
Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.

6. Mudharib mengatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai
dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan
dengan (mu’allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum
tentu terjadi.
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Perubahan Akad Mudharabah dan/atau Kegiatan Usaha yang menjadi Dasar

Sukuk Mudharabah

Perubahan Akad Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Perwaliamanatan, dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah

dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh
RUPSU.

2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari
Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh
sebelum pelaksanaan RUPSU; dan

3. atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka
Emiten akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang
Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai
dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Dana Sukuk
Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dibayarkan
dengan jumlah yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

3. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai
dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya

4. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah
Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU
yang diterbitkan oleh KSEI.

5. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Mudharabah—(Jika Ada)/
Sanksi:

a. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup
untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali
Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan
dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi
Hasil tersebut.

b. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar
oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran
akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan
besarnya Sukuk yang dimilikinya.

6. Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi
(tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan
namun termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali
Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta
dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang
Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan
terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah
Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

7. RUPSU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau
Pemegang Sukuk mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk,
Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali
Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/
atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamantaan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian.

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut
ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas
nama Pemegang Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah
Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan
terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/
POJK.04/2020.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud
Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran
Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar
Modal dan KSEI.

f.  mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk
untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat
akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh
Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian
Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h.  mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal
tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai
dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu
4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan
Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku

3. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan
melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

4. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas
nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada

Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran

lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk

Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan

Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan

dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang

bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah

1. Sukuk harus dibayar kembali secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali
Dana Sukuk

2. Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang
telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang
Sukuk melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan
Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk yang bersangkutan

Jaminan

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh

harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak,

baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi

Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu

tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada

sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk

adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik

yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur

Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah

ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian

Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas

(hak keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian

Perwaliamanataan.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (Buy Back)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau

disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di
luar Bursa Efek;

c. pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal
Penjatahan;

d. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut
mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam
Perjanjian Perwaliamanatan;

e. pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

f.  pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada
pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan
atau penyertaan modal pemerintah;

g. rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum
pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut;

h. pembelian kembali Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana
pembelian kembali Sukuk;

i rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat
informasi:

(1) periode penawaran pembelian kembali;

(2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

(3) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;

(4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali
Sukuk;

(5) tata cara penyelesaian transaksi;

(6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;

(7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;

(8) tata cara pembelian kembali Sukuk; dan

(9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding
dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk apabila
jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk melebihi
jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai
penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Sukuk;

I.  Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

(1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah
Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar (outstanding)
dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh

Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau

penyertaan modal pemerintah; dan

Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian

hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah

terjadinya pembelian kembali Sukuk;

m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian
kembali Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta
mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari
Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk;

n. pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak
dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;

0. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika
terdapat lebih dari satu Sukuk yang tidak dijamin;

p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis
Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas
seluruh Sukuk;

q. pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:

(1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali,
meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh
Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali
jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau

(2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang
dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak
memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang
dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah
memperoleh persetujuan RUPSU.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi
yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud pada
butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender
sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit
melalui:

(2)

)

a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit
melalui

(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
dan

(2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional.

b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit
melalui :

(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
dan

(2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional.

5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m
paling sedikit:
a. jumlah Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan;
b. rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali
atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.
Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil
Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.
Penyisihan Dana (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran
umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.
Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah
Sesuai dengan POJK No. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK
No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan
juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek
Indonesia (“Pefindo”), Berdasarkan surat No. RC.615/PEF-DIR/VI/2021 tanggal
11 Juni 2021 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:
.aA(sy; (Single A Syariah)
Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 10 Juni 2021 sampai dengan 01 Juni 2022.
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki Afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka | Undang-
Undang Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada
OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban
yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam
Peraturan No. IX.C.11.
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian
Perseroan serta RUPSU dapat dilihat pada Prospektus.
KETERANGAN TENTANG WALIAMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi
ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang
dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Mega Thk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah
dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian
utang jangka pendek Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah
setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk
membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah di pasar modal.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat
dilihat pada Bab Il Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan
dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian
dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret
2021, 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan
konsolidasian tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus. Calon Investor
juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh
Manajemen.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan
2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode
dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019,
beserta catatan atas laporan—laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Maret 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, merupakan ikhtisar
data keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab
manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik dan Laporan posisi
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020
dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 2019, yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan,
akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal
19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

« Data Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

- 31 Maret* 31D
> 2021 2020 2019
Jumlah Aset Lancar 41.703.684.360 47.980.945.725 42.335.471.858
Jumlah Aset Tidak Lancar 20.125.726.997 20.128.239.488 19.775.375.296
Jumlah Aset 61.829.411.357 68.109.185.213 62.110.847.154
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 35.252.720.722 44.168.467.736 30.349.456.945
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 9.814.151.393 7.283.292.406 12.545.657.222
Total Liabilitas 45.066.872.115 51.451.760.142 42.895.114.167
Jumlah Ekuitas 16.762.539.242 16.657.425.071 19.215.732.987
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 61.829.411.357 68.109.185.213 62.110.847.154

*) Laporan keuangan per 31 Maret 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab
Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan
relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal
16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran
Corona Virus Disease 2019.

« Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

v 31 Maret* 31 Desember
e 2021 2020 2020 2019

Pendapatan Bersih 3.924.379.912 4.199.424.176 16.536.381.639 27.212.914.210
Laba Kotor 268.450.377  508.827.484 1.524.785.476 3.480.078.824
Laba Usaha 331.694.388  320.119.763 1.463.941.728 3.694.394.752
Laba Sebelum Pajak 105474452 156.802.303  310.275.688 2.789.255.688
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan 105.114.171  152.369.984 322.342.513 2.621.015.140
Jumlah Laba Komprehensif Periode/

Tahun Berigen 105114171 152360984  S01-867.463 2527918831

*) Laporan keuangan per 31 Maret 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung
Jjawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan
acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021
tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

* Rasio-Rasio Penting

31 Maret 31D b
RASIO-RASIO KEUANGAN 2021 2020 2019
* Liquidity
Cash Ratio (%) 18,12% 33,85% 34,09%
Current Ratio (%) 118,30% 108,63% 139,49%
Qyuck Ratio (%) 90,13% 86,41% 116,91%
* Profitability
Gross Profit Margin (%) 6,84% 9,22% 12,79%
Operating Profit Profit Margin (%) 7,94% 6,67% 12,82%
Net Profit Profit Margin (%) 2,68% 1,95% 9,63%
EBITDA Margin (%) 17,36% 14,80% 1797%
Return on Asset (ROA) (%) 0,17% 0,47% 4,22%
Return on Equity (ROE) (%) 0,63% 1,97% 15,79%
Return on Investment (ROI) (%) 1,10% 3,59% 7,87%
* Leverage
Debt to Equity (DER) 2,69 3,09 2,23
Debt to Total Asset (DAR) 0,37 0,38 0,24
Equity to Asset Ratio 0,27 0,24 0,31
Liability to Asset Ratio 0,73 0,76 0,69
Gearing Ratio 1,36 1,57 0,77
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,04 0,36 2,60
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 2,04 2,00 5,53
Interest Bearing Debt to EBITDA 8,38 10,67 3,08
« Efficiency
Collection Period (excl. Tagbrut) 69,15 48,02 59,85
Collection Period (incl. Tagbrut) 295,79 232,48 207,96
Inventory Turnover 230,90 216,60 91,94
Total Asset Turnover (%) 25,39 24,28 43,81
* Growth
Sales Growth (%) -6,55% -39,23% -12.66%
Operating Profit Growth (%) -33,49% -68,40% 4.08%
Net Profit Growth (%) -31,01% -87,70% 26.42%
Total Asset Growth (%) 117% 9,66% 4.86%
Total Equity Growth (%) 0,17% -13,31% 11.62%

*« Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di
Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Perjanjian Kredit dan/atau

Keterangan 3 DeRsa:rlv?bzt:rZOZO Perjanjian Kredit

Current Ratio 1,09x Min. 1x
Debt Equity Ratio 3,09x Maks. 4x
Debt Service Coverage Ratio 0,36x Min. 1x
EBITDA terhadap Beban Bunga Coverage Ratio 2,00x Min. 1x
Interest Coverage Ratio 2,00x Min. 1,5x
Debt to Total Asset Ratio 0,38x Maks. 2,5x
Gearing Ratio 1,57x Maks. 3,5x
DER -Interest Bearing Maksimal 157% Maks. 250%
Total Interest Bearing Debt To Total Equity 0,31x Maks. 3,5x
Interest Service Coverage Ratio 2,00x Min. 1x

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar
Rp10.676.532.571 ribu atau sebesar 39% menjadi Rp16.536.381.639 ribu dari
Rp27.212.914.210 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan Pendapatan
Bersih tersebut utamanya masih berasal dari penurunan penjualan Perseroan dari
segmen Infrastruktur dan Gedung serta Energi & Industrial Plant yang diakibatkan
oleh dampak Pandemi Covid-19.

Beban Pokok Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun
sebesar Rp34.667.167 ribu atau sebesar 1% menjadi Rp3.655.929.535 ribu dari
Rp3.690.596.692 ribu pada tanggal 31 Maret 2020. Penurunan tersebut utamanya
masih berasal dari penurunan beban pokok pendapatan di seluruh segmen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun
sebesar Rp8.721.239.223 ribu atau sebesar 37% menjadi Rp15.011.596.163 ribu dari
Rp23.732.835.386 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini utamanya
berasal dari penurunan beban pokok pendapatan di seluruh segmen secara signifikan.
Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar Rp24.340.478
ribu atau sebesar 13% menjadi Rp170.335.110 ribu dari Rp194.675.588 ribu pada
tanggal 31 Maret 2020. Penurunan tersebut utamanya masih berasal dari penurunan
biaya perjalanan dinas dan personalia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember
2019 terjadi penurunan sebesar Rp35.974.080 ribu atau sebesar 4% menjadi
Rp894.569.012 ribu pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar Rp930.543.092
ribu yang disebabkan oleh Penurunan beban usaha Perseroan lebih disebabkan oleh
biaya personalia, perjalanan dinas, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya
informatika.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 meningkat
sebesar Rp164.709.137 ribu atau sebesar 105% menjadi Rp7.359.185 ribu dari minus
Rp157.349.952 ribu pada tanggal 31 Maret 2020. Peningkatan tersebut utamanya
masih berasal dari meningkatnya pendapatan lain-lain dan laba Entitas Ventura
Bersama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perseroan membukukan Beban Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.153.666.040 ribu dimana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tanggal
31 Desember 2019 dimana Perseroan membukukan Beban Lain-lain sebesar
Rp905.139.064 ribu. Peningkatan dari Beban Lain-lain menjadi Penghasilan Lain-lain
disebabkan oleh meningkatnya beban pendanaan dan beban penurunan nilai.

Laba (Rugi) Periode Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Laba (Rugi) Periode Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun
sebesar Rp47.255.813 ribu atau sebesar 31% menjadi Rp105.114.171 ribu dari
Rp152.369.984 ribu pada tanggal 31 Maret 2020. Penurunan tersebut utamanya
masih berasal dari penurunan keuntungan operasional yang didapat perseroan di
kuarter pertama tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar Rp322.342.513 ribu atau menurun sebesar Rp2.298.672.627 ribu atau
sebesar 88% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan
membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.621.015.140 ribu. Penurunan pada
Laba Tahun Berjalan disebabkan oleh penurunan keuntungan operasional yang
didapat perseroan di tahun 2020.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 sama
seperti pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan tidak mencatatankan adanya
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat
sebesar Rp72.321.259 ribu atau sebesar 78% menjadi negatif Rp20.775.050 ribu
dari Rp93.096.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh perhitungan pada nilai imbalan pasca kerja.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret
2021 menurun sebesar Rp47.255.813 ribu atau sebesar 31% menjadi Rp105.114.171
ribu dari Rp152.369.984 ribu pada tanggal 31 Maret 2020. Penurunan tersebut
utamanya masih berasal dari penurunan laba periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perseroan membukukan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tanggal 31
Desember 2020 sebesar Rp301.567.463 ribu atau menurun sebesar Rp2.226.351.368
ribu atau sebesar 88% dari tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan
membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.527.918.831 ribu. Penurunan pada
Laba Tahun Berjalan disebabkan oleh penurunan laba periode berjalan.

Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar Rp6.279.773.854
ribu atau sebesar 9% menjadi Rp61.829.411.357 ribu dari Rp69.109.185.213 ribu
pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut utamanya masih berasal dari
penurunan pada kas dan setara kas dan piutang lain-lain.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp5.998.338.059
ribu atau sebesar 10% menjadi Rp68.109.185.213 ribu dari Rp62.110.847.154 ribu
pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terjadi pada Aset Lancar
dari Rp42.335.471.858 ribu menjadi Rp47.980.945.725 ribu atau naik sebesar
Rp5.645.473.867 atau 13%. Aset Lancar Perseroan pada posisi per 31 Desember
2020 mengalami peningkatan Rp352.864.192 ribu dari Rp19.775.375.296 ribu
menjadi Rp20.128.239.488 ribu.

Aset Lancar

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar
Rp6.277.261.364 ribu atau sebesar 13% menjadi Rp41.703.684.360 ribu dari
Rp47.980.945.725 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut
utamanya masih berasal dari penurunan posisi kas dan setara kas serta piutang lain-
lain.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar
Rp5.645.473.867 atau sebesar 13% menjadi Rp47.980.945.725 ribu dari
Rp42.335.471.858 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh kenaikan posisi kas dan setara kas, piutang lain-lain, persediaan dan
pajak dibayar di muka.

Aset Tidak Lancar

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar
Rp352.864.192 ribu atau sebesar 2% menjadi Rp20.125.726.997 ribu dari
Rp20.128.329.488 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut
utamanya masih berasal dari nilai investasi pada ventura bersama dan asset lain-lain.
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar
Rp352.864.192 ribu atau sebesar 2% menjadi Rp20.128.239.488 ribu dari
Rp19.775.375.296 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut
sebagian besar dikontribusikan oleh kenaikan pada investasi ventura Bersama,
properti investasi dan aset tak berwujud yaitu konsesi pada Tol Serang — Panimbang.
Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar
Rp6.384.888.027 ribu atau sebesar 12% menjadi Rp45.066.872.115 ribu dari
Rp51.451.760.142 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut
utamanya masih berasal dari pelunasan Komodo Bond dan penurunan pada utang
usaha.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar
Rp8.556.645.975 ribu atau sebesar 20% menjadi Rp51.451.760.142 ribu dari
Rp42.895.114.167 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman jangka pendek dan hutang usaha.
Liabilitas Jangka Pendek

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun
sebesar Rp8.915.747.014 ribu atau sebesar 20% menjadi Rp35.252.720.722 ribu
dari Rp44.168.467.736 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut
utamanya masih berasal dari penurunan pada utang usaha dan pelunasan Komodo
Bond.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat
sebesar Rp13.819.010.791 ribu atau sebesar 46% menjadi Rp44.168.467.736 ribu
dari Rp30.349.456.945 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh kenaikan pada pinjaman jangka pendek, hutang usaha dan pinjaman
jangka Panjang bagian lancar yaitu Komodo Bond yang akan jatuh tempo pada
Januari 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 meningkat
sebesar Rp2.530.858.987 ribu atau sebesar 35% menjadi Rp9.814.151.393 ribu dari
Rp7.283.292.406 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut berasal
dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan | dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan |
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2020.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun
sebesar Rp5.262.364.816 ribu atau sebesar 42% menjadi Rp7.283.292.406 ribu
dari Rp12.545.657.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut
disebabkan oleh menurunnya hutang jangka Panjang dan uang muka proyek jangka
Panjang.

Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan posisi
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 meningkat sebesar Rp105.114.171
ribu atau sebesar 1% menjadi Rp16.762.539.242 ribu dari Rp16.657.425.071 ribu
pada tanggal 31 Desember 2020.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp2.558.307.916
ribu atau sebesar 13% menjadi Rp16.657.425.071 ribu dari Rp19.215.732.987 ribu
pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan
pada ekuitas entitas anak dan cadangan lain dari saldo laba.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi
dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting,
Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang
terlampir dalam Prospektus.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan
2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode
dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019,
beserta catatan atas laporan—laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Maret 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, merupakan ikhtisar
data keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab
manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik dan Laporan posisi
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020
dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 2019, yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan,
akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia (“IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 19
Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

Analisis Keuangan

Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 menurun sebesar Rp275.044.264
ribu atau sebesar 7% menjadi Rp3.924.379.912 ribu dari Rp4.199.424.176 ribu pada
tanggal 31 Maret 2020. Penurunan Pendapatan Bersih tersebut utamanya masih
berasal dari mundurnya pembayaran dari owner sebagai efek dari pandemic dan
mundurnya perolehan kontrak baru.

Investasi dalam Obligasi mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus
berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam
Prospektus, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi
sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau
dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan
merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan
prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-
risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun
berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang
material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot
risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan
Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama Perseroan

* Risiko kontraktual

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

* Risiko pembayaran

» Risiko Perdagangan Internasional

+ Risiko Tingginya Harga Bahan Baku/Material serta Upah

* Risikoa dalam Pemeliharaan Mitra Subkontraktor/Supplier

»  Risiko Kurs

*  Risiko Human Capital

« Risiko Engineering

+  Risiko Pengembangan Usaha

+ Risiko Investasi Proyek

*  Risiko Hubungan Investor

Risiko Umum

» Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro dan Global

« Risiko Kejadian Luar Biasa dan Wabah

« Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku

+  Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

+ Risiko Kebijakan Pemerintah

* Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk

» Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum

» Risiko gagal bayar

* Risiko pembelian kembali

+  Risiko fluktuasi nilai Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

IAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi yang mempunyai dampak yang cukup
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah
tanggal laporan Auditor Independen atas Laporan keuangan konsolidasian untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit
oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit
yang ditetapkan IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal
19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba sampai dengan
tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan telah menerbitkan laporan
keuangan konsolidasian interim untuk periode yang berakhir 31 Maret 2021 sebagai
dasar relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan tidak
terdapat kejadian penting yang terjadi yang mempunyai dampak yang cukup material
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal
laporan keuangan konsolidasian.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN

KEJ

USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara
Republik Indonesia dengan nama “PT Wijaya Karya” sebagaimana termaktub dalam
akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan
Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta
Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973
serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan
1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 Berita
Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta Pendirian”).
Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007
Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan
Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya,
Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (/nitial Public Offering)
yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29
Oktober 2007.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan
anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan
Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik
("Peraturan No. IX.J.1”); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau
Perusahaan Publik (“POJK 33/2014"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020"); dan (iv)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
16/2020") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
Tbk. No. 58 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris
di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”)
di bawah No. AHU- AH.01.03-0429345 tanggal 16 Juli 2021 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124892.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16
Juli 2021 (“Akta No. 58/2021").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran
dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya
Karya Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (‘Menkumham”) sesuai dengan surat keputusannya
No. AHU-0047322.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13
Juli 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 37978 BNRI No. 80 tanggal 6
Oktober 2020 (“Akta No. 34/2020”), maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan
usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan,
investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi,
penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan
kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction,
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di
bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi
dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur),
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan
menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

¢ STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember
2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan
dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.
Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 juncto Surat PT Datindo Entrycom No. DE/
VI1/2021-2682 tanggal 2 Juli 2021 Perihal Laporan Bulanan, susunan pemegang
saham Perseroan per 30 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Pemegang Saham Saham Rupiah %
Modal Dasar 35.000.000.000  3.500.000.000.000
Saham Seri A Dwiwarna 1 100
Saham Seri B 34.999.999.999 3.499.999.999.900
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Seri A Dwiwarna
1. Negara Republik Indonesia 1 100
Saham Biasa Seri B
1. Negara Republik Indonesia 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05
2. Masyarakat’ 3.135.101.372 313.510.137.200 34,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 26.030.048.628  2.603.004.862.800

Keterangan:

7 Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2021,
yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang
saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nama Jabatan Sahan Rupiah %
Agung Budi Waskito  Direktur Utama 184.200 18.420.000 0,0020535
Ade Wahyu Direktur 457.435 45.743.500 0,0050996
Keuangan

Pengurusan dan Pengawasan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 16 Juni 2020 dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat
dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0250827
tanggal 16 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0094997.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Juni 2020
(“Akta No. 33/tanggal 16 Juni 2020"); adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Jarot Widyoko

: Adityawarman

: Harris Arthur Hedar

: Suryo Hapsoro Tri Utomo

Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
Komisaris : Edy Sudarmanto
Komisaris : Firdaus Ali

Direksi

Direktur Utama : Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan : Ade Wahyu

Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid

Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Rudy Hartono
Direktur Operasi | : Hananto Aji

Direktur Operasi Il
Direktur Operasi Il
") Keterangan:
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Sugeng Rochadi telah mengundurkan diri dari
kedudukannya sebagai Direktur Operasi Il Perseroan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021 dan saat ini, Rudy
Hartono sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
(PIt.) Direktur Operasi Il Perseroan.

Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi yang Terintegrasi yang memiliki
7 (tujuh) lini bisnis utama. Segmen pasar yang dibidik Perseroan adalah proyek-proyek
konstruksi dan turunannya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, sesama BUMN
maupun oleh pihak swasta.

Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:
« Infrastruktur dan Gedung
*  Energi dan Industrial Plant

: Sugeng Rochadi*)
: Harum Akhmad Zuhdi

*  Industri
*  Realti dan Properti
* Investasi.

«  Construction Engineering

» Integrated Transportation System

Prospek Usaha

Perseroan saat ini memiliki 7 lini bisnis yang berkembang pesat yaitu Industri,
Infrastruktur & Gedung, Energi & Industrial Plant, Realti & Properti, Construction
Engineering, Integration Transportation System dan Investasi. Dengan adanya
visi menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas
kehidupan yang lebih baik, ke depan Perseroan akan mengakselerasikan program
investasi yang terintegrasi diantaranya pengembangan masterplan kawasan dengan
konektivitas jalur transportasi, antara lain yaitu jalan, jalur kereta api, bandara dan
pelabuhan serta pengembangan teknologi ramah lingkungan pada pembangkit listrik
dan pengolahan air bersih. Pada lini bisnis industri, peningkatan kapasitas produksi
beton dan baja yang menjadi kekuatan bisnis hulu Perseroan terus dilakukan untuk
mendukung bisnis hilir Perseroan, ditambah adanya peningkatan nilai tambah Bitumen
sebagai salah satu komoditas di bidang infrastruktur yang turut menjadi penyokong
kinerja lini bisnis industri.

Optimalisasi investasi pada bisnis yang memberikan tingkat keuntungan yang terbaik,
serta peningkatan kapabilitas finansial sebagai pendorong kemajuan pertumbuhan
EPC dan investasi juga menjadi salah satu strategi utama Perseroan ke depannya.
Dengan semua hal tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai target pertumbuhan
yang diinginkan.

PERPAJAKAN

Calon pembeli obligasi dan sukuk mudharabah dalam penawaran umum ini
diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai
akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan atau
pengalihan dengan cara lain obligasi yang dibeli melalui penawaran umum ini.
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Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Tim Ahli Syariah : Kanny Hidaya, SE, MA dan Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH

Keterangan mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIlI
dalam Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
dapat diperoleh melalui kantor, email, atau website Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan Sukuk Mudharabah pada tanggal [e] sebelum pukul 16.00 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BNI Sekuritas PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi) (Terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai Gedung BRI Il, Lantai 23
16 JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 252 0990
Website:
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@danareksa.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower Lt. 11 District 8 - SCBD
JI. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 — Indonesia
Telepon: (021) 5093 9888
Faksimili: (021) 5093 9777
Website: www.rhbtradesmart.co.id
Email:
rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

JI. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)
Menara Mandiri Lt. 24-25
JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id
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